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Abstract: The principle of profit sharing based on the concept of risk-sharing offers an alternative 

approach that is in line with sharia values, in contrast to the conventional interest system. This 

mechanism is implemented through instruments such as mudharabah and musharakah that support the 

financing of productive projects. However, its implementation faces challenges related to income 

fluctuations that can affect the stability of Islamic financial institutions. This research highlights the 

importance of innovation to increase the effectiveness of sharia monetary policy for inclusive and 

sustainable economic growth. 
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Abstrak: Prinsip bagi hasil yang didasarkan pada konsep risk-sharing menawarkan pendekatan alternatif 

yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, berbeda dengan sistem bunga konvensional. Mekanisme ini 

diterapkan melalui instrumen seperti mudharabah dan musyarakah yang mendukung pembiayaan proyek 

produktif. Namun, penerapannya menghadapi tantangan terkait fluktuasi pendapatan yang dapat 

memengaruhi stabilitas lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi untuk 

meningkatkan efektivitas kebijakan moneter syariah demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

 

Kata kunci:kebijakan moneter syariah, bagi hasil, stabilitas ekonomi 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan 

ekonomi suatu negara. Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan moneter tidak hanya 

berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi juga harus sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Salah satu 

mekanisme yang menjadi sorotan dalam kebijakan moneter syariah adalah bagi hasil. 

Mekanisme ini tidak hanya menjadi alat untuk mengatur aliran dana dalam perekonomian, 

tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam sistem keuangan 

syariah. Prinsip bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah berlandaskan pada konsep risk-

sharing, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berbeda 

dengan sistem konvensional yang cenderung mengedepankan bunga sebagai imbalan atas 
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pinjaman. Dalam praktiknya, mekanisme bagi hasil dapat diterapkan melalui berbagai 

instrumen keuangan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan 

lembaga keuangan untuk berpartisipasi aktif dalam pembiayaan proyek-proyek produktif. 

Namun, penerapan mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah juga 

menghadapi tantangan dan implikasi yang perlu dianalisis secara mendalam. Stabilitas 

ekonomi menjadi salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan, mengingat fluktuasi dalam 

pendapatan bagi hasil dapat mempengaruhi likuiditas dan kestabilan lembaga keuangan 

syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar 

mekanisme bagi hasil, praktik penerapannya dalam kebijakan moneter syariah, serta 

implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. 

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme ini, diharapkan dapat 

ditemukan solusi yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter syariah 

sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada serta menjadi 

referensi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang keuangan syariah. 

Bank sentral menerapkan kebijakan moneter melalui mekanisme transmisi untuk 

mengatur aktivitas ekonomi riil dan menjaga kestabilan harga. Agar kebijakan ini efektif, bank 

sentral harus memiliki wawasan yang mendalam tentang bagaimana mekanisme transmisi 

bekerja dalam perekonomian di wilayahnya. Proses ini mencakup berbagai instrumen, seperti 

penetapan suku bunga, pengendalian jumlah uang beredar, pemberian kredit, nilai tukar mata 

uang, perubahan harga aset, serta pengaruh ekspektasi masyarakat. 

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga 

stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas ini tidak hanya mencakup nilai tukar mata uang tetapi 

juga kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi. Sejak tahun 2005, BI 

telah mengadopsi pendekatan kebijakan moneter berbasis sasaran inflasi (inflation targeting 

framework) dengan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating). Pendekatan ini 

bertujuan untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar agar tetap berada pada tingkat yang 

mendukung stabilitas harga dan sistem keuangan secara keseluruhan. 

Dalam penerapannya, BI secara terbuka menetapkan target inflasi kepada publik dan 

mengarahkan kebijakan moneter untuk mencapainya. Strategi ini bersifat antisipatif (forward-

looking), dengan penyesuaian dilakukan berdasarkan proyeksi inflasi di masa depan. 

Operasional kebijakan moneter ini terlihat melalui penentuan suku bunga acuan (BI rate), yang 

diharapkan dapat memengaruhi suku bunga pasar, deposito, dan kredit di sektor perbankan. 
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Perubahan dalam suku bunga tersebut pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dan tingkat inflasi, yang menjadi bagian dari proses transmisi kebijakan moneter. 

Dalam situasi inflasi yang tinggi, BI memperkuat kombinasi kebijakan untuk menekan 

inflasi agar kembali ke target yang telah ditetapkan. Selain itu, BI juga mengadopsi langkah-

langkah seperti memperkuat operasi moneter, memperdalam pasar keuangan, menjaga 

kestabilan nilai tukar rupiah, mengelola aliran devisa, serta memperkuat kerjasama antar bank 

sentral. Selain suku bunga, BI juga melakukan kebijakan terkait nilai tukar untuk mengontrol 

inflasi. Strategi ini bertujuan memastikan nilai tukar rupiah tetap sejalan dengan nilai 

fundamentalnya. Upaya untuk meminimalkan volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek 

dilakukan agar tidak memicu tekanan ekonomi lebih lanjut. 

Setelah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia secara resmi mengadopsi sistem perbankan ganda 

(dual banking system). Sistem ini memungkinkan bank konvensional dan syariah untuk 

beroperasi secara bersamaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan 

tanggung jawab tambahan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengelola kebijakan moneter 

baik dalam sistem konvensional maupun syariah. Akibatnya, mekanisme transmisi kebijakan 

moneter mengalami perluasan, di mana variabel konvensional seperti suku bunga, Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), dan pasar uang antarbank (PUAB) mulai bergeser ke instrumen berbasis 

syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah 

(PUAS), pembiayaan, dan skema bagi hasil. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang 

signifikan. Hal ini semakin diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah, yang memberikan landasan hukum yang lebih solid bagi 

operasionalnya. Kemajuan ini terlihat dari peningkatan berbagai aspek, termasuk jumlah 

jaringan, penghimpunan dana, pembiayaan, tingkat kesehatan keuangan, aset, serta indikator 

penting lainnya. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk 

menganalisis penerapan mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah dan 

dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya 

bersumber dari buku-buku akademik dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, khususnya yang 

membahas ekonomi syariah, kebijakan moneter, serta instrumen berbasis syariah seperti 

mudharabah dan musyarakah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan 
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menelaah berbagai publikasi ilmiah yang tersedia, baik dalam bentuk cetak maupun daring. 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran rinci mengenai 

prinsip, praktik, dan implikasi mekanisme bagi hasil terhadap perekonomian. Analisis 

kuantitatif dilakukan berdasarkan data sekunder, seperti statistik yang terdapat dalam jurnal 

ilmiah, untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang berkaitan dengan 

stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian 

diharapkan mampu menyajikan temuan yang valid dan relevan, sekaligus menjadi kontribusi 

bagi pengembangan literatur di bidang keuangan syariah. 

 

3. PEMBAHASAN  

Bagi Hasil 

 Prinsip bagi hasil merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan moneter syariah yang 

bertujuan untuk menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Sistem ini menggantikan bunga 

dengan skema mudharabah, musyarakah, atau muzara'ah dalam sektor pertanian, yang 

dianggap lebih adil karena semua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama terhadap hasil 

usaha, baik keuntungan maupun kerugian. Kebijakan moneter yang berbasis prinsip bagi hasil 

ini sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi Islam, yaitu menjaga stabilitas ekonomi negara. 

 Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, prinsip bagi hasil diatur melalui regulasi, 

seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip ini 

memiliki perbedaan fundamental dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan pada 

perbankan konvensional, khususnya pada produk pembiayaan. Meski demikian, penerapan 

pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil masih belum mencapai tingkat optimal. Pembiayaan 

melalui skema mudharabah dan musyarakah tidak hanya membagi keuntungan sesuai dengan 

perjanjian, tetapi juga menanggung kerugian secara proporsional sesuai dengan modal yang 

diberikan. 

Pada masa pandemi COVID-19, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah menunjukkan 

karakteristik fleksibilitas dan keadilan. Sebagai contoh, meskipun pendapatan yang diperoleh 

bank syariah mengalami penurunan selama pandemi, distribusi pembiayaan dengan skema bagi 

hasil justru meningkat. Hal ini mencerminkan upaya perbankan syariah untuk memberikan 

keadilan kepada nasabah dengan berbagi beban keuntungan yang lebih ringan ketika 

pendapatan nasabah terdampak pandemi. 

 Teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam implementasi skema bagi hasil, khususnya 

untuk kontrak mudharabah dan musyarakah. Program seperti MATLAB, misalnya, 

mempermudah proses perhitungan terkait besaran angsuran bulanan. Dalam kontrak 
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mudharabah, cicilan bulanan hanya terdiri dari angsuran pokok, sedangkan pada kontrak 

musyarakah, cicilan tersebut mencakup angsuran pokok ditambah porsi bagi hasil kerugian. 

Penggunaan teknologi ini mendukung akurasi dan efisiensi dalam perhitungan pembayaran 

yang harus dilakukan setiap bulan. 

 Secara keseluruhan, prinsip bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah tidak hanya 

memberikan keadilan dan stabilitas ekonomi, tetapi juga menawarkan alternatif yang lebih adil 

dibandingkan dengan sistem bunga konvensional. Model ini lebih menguntungkan bagi 

pedagang kecil dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, 

penerapan prinsip bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah dapat menjadi solusi yang efektif 

untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yang lebih adil dan stabil. 

Sistem bagi hasil adalah suatu mekanisme yang melibatkan perjanjian atau kesepakatan 

bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam sistem ini, disepakati pembagian hasil dari 

keuntungan yang diperoleh oleh kedua pihak atau lebih yang terlibat. Dalam konteks perbankan 

syariah, sistem bagi hasil menjadi salah satu ciri khas yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Sesuai dengan prinsip syariah, pembagian hasil usaha harus disepakati terlebih dahulu pada 

saat akad dilakukan. Besarnya porsi pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan 

bersama antara para pihak yang terlibat, dengan syarat adanya kerelaan (An-Tarodhin) tanpa 

unsur paksaan. Dalam perbankan syariah, mekanisme perhitungan bagi hasil ini umumnya 

dilakukan melalui dua metode utama, yaitu Profit Sharing dan Revenue Sharing 

 

Profit Sharing 

Profit sharing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembagian keuntungan, merujuk 

pada mekanisme distribusi laba dalam dunia ekonomi. Secara konseptual, profit sharing adalah 

sistem pembagian hasil berdasarkan keuntungan bersih, yaitu total pendapatan (total revenue) 

yang telah dikurangi dengan biaya operasional (total cost). Dalam sistem perbankan syariah, 

istilah ini sering disebut sebagai profit and loss sharing, yang mencerminkan pembagian 

keuntungan dan kerugian usaha sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sejak awal. 

Penerapan sistem profit and loss sharing melibatkan kontrak antara investor (pemilik 

modal) dan pengelola usaha (enterpreneur) dalam mengelola bisnis. Dalam mekanisme ini, 

keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, sementara kerugian 

ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Apabila terjadi 

kerugian, investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh modal yang telah diinvestasikan, 

sedangkan pengelola usaha tidak akan menerima imbalan atas upayanya. Pembagian 

keuntungan bersih (net profit) dilakukan setelah semua biaya yang timbul dalam proses usaha 
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dihitung. Dalam praktiknya, hasil usaha dapat berupa kerugian (negatif), seimbang (nol), atau 

laba bersih (positif) 

 

.Revenue Sharing  

 Revenue sharing adalah istilah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu 

“revenue” yang berarti penghasilan atau pendapatan, dan “sharing” yang berarti pembagian. 

Revenue sharing dapat diartikan sebagai pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor (gross 

revenue). Dalam ekonomi, revenue adalah jumlah pendapatan yang diterima dari hasil 

penjualan barang atau jasa, yang dihitung dengan mengalikan output produksi dengan harga 

produk tersebut. Revenue mencakup total biaya (total cost) dan keuntungan (profit), di mana 

laba bersih diperoleh dengan mengurangi biaya distribusi, administrasi, dan keuangan dari laba 

kotor.   

Dalam konteks perbankan, revenue merujuk pada penghasilan bunga atau jasa yang 

diterima dari aktivitas pinjaman atau investasi. Berbeda dengan perbankan konvensional, 

dalam perbankan syariah, revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang dihitung berdasarkan 

total pendapatan kotor tanpa dikurangi biaya operasional. Sistem ini diterapkan pada 

pendapatan bank yang dihitung dari seluruh penerimaan sebelum pengeluaran diperhitungkan. 

Revenue sharing digunakan untuk menghitung pembagian hasil pada produk-produk 

pendanaan di bank syariah, memberikan alternatif sistem yang lebih transparan dan sesuai 

dengan prinsip syariah. 

Pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran dana dalam bentuk aktiva produktif 

menjadi dasar perhitungan bagi hasil. Perbedaan utama antara revenue sharing dengan profit 

sharing terletak pada metode penghitungan. Revenue sharing menggunakan total pendapatan 

kotor sebelum dikurangi biaya, sedangkan profit sharing didasarkan pada pendapatan bersih 

setelah semua pengeluaran diperhitungkan. Sistem revenue sharing dianggap lebih sederhana 

karena langsung menghitung pembagian dari pendapatan kotor. Hal ini memudahkan nasabah 

dan bank dalam memahami mekanisme pembagian hasil. Meskipun demikian, metode ini juga 

memiliki tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak memahami perbedaan 

antara pendapatan kotor dan keuntungan bersih, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

pembagian hasil.   

Dengan adanya kedua sistem ini, yaitu profit sharing dan revenue sharing, perbankan 

syariah menawarkan alternatif yang adil dan transparan dalam pembagian hasil usaha. Sistem 

ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan keadilan dalam berbagi 

keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, menciptakan hubungan kemitraan yang saling 
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menguntungkan. Keberhasilan implementasi kedua sistem ini bergantung pada pemahaman 

yang jelas dari semua pihak yang terlibat serta penerapan kontrak yang transparan dan berbasis 

kepercayaan. 

 

Jenis-jenis Akad Bagi Hasil  

Praktik mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah diterapkan melalui berbagai 

skema seperti mudharabah, musyarakah. Skema ini dianggap lebih adil dibandingkan dengan 

sistem ekonomi konvensional karena keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional 

antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perbankan syariah, kebijakan moneter yang 

berbasis bagi hasil ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah yang tidak mengizinkan adanya jaminan terhadap nilai nominal atau 

tingkat pengembalian tetap (bunga). Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan di bank 

syariah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Dalam praktiknya, 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masih belum 

optimal. Namun, skema ini tetap diakui sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana 

keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dalam kontrak 

Selama pandemi COVID-19, distribusi bagi hasil di perbankan syariah mengalami 

penurunan dalam hal pendapatan, namun jumlah pembiayaan bagi hasil yang didistribusikan 

oleh bank syariah cenderung meningkat. Ini menunjukkan bentuk keadilan bagi bank syariah 

dalam memberikan beban keuntungan kepada nasabah ketika pendapatan mereka terpengaruh 

oleh pandemi. Model investasi dengan skema bagi hasil juga diterapkan sebagai alternatif 

untuk menggantikan praktik rentenir di pasar tradisional. Dalam model ini, pedagang dan 

investor berbagi hasil keuntungan dan kerugian dengan proporsi yang telah disepakati. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pedagang mendapatkan keuntungan lebih besar dengan model 

syariah dibandingkan dengan model rentenir, meskipun investor mungkin mengalami 

kerugian. Ini menegaskan bahwa model syariah lebih menguntungkan bagi pedagang kecil dan 

menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam 

Peran bank syariah dalam pengembangan ekonomi di Indonesia juga sangat signifikan 

melalui sistem bagi hasil. Bank syariah menekankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

dengan membagi keuntungan sesuai dengan kontribusi antara bank dan nasabah. Sistem ini 

diharapkan dapat menciptakan sinergi positif dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, 

serta membentuk hubungan yang baik antara bank dan nasabah, sehingga setiap pihak dapat 

memperoleh manfaat maksimal yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. 
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Secara umum, kontrak kerja sama berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah dapat 

diterapkan melalui empat jenis akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah, dan 

Musaqah. Namun, dalam praktiknya, akad yang paling sering digunakan oleh bank syariah 

adalah Musyarakah dan Mudharabah dalam sistem bagi hasil. 

a. Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing) 

Musyarakah merupakan bentuk akad kerja sama di mana berbagai aset atau modal 

digabungkan hingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, 

Musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha 

bersama, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk dana atau 

keahlian. Keuntungan dan risiko dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan 

kesepakatan sebelumnya. Dalam praktik perbankan syariah, Musyarakah biasanya 

melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan 

pembiayaan untuk proyek yang diusulkan oleh nasabah. Pembagian keuntungan dari 

usaha tersebut dilakukan sesuai dengan proporsi yang telah disetujui bersama. 

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 

Mudharabah adalah akad kerja sama di mana pemilik modal (investor) memberikan 

dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha dengan perjanjian bahwa 

keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya 

ditanggung oleh pemilik modal. Dalam perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai 

mudharib (pengelola dana) yang mendapatkan modal dari bank. Dana tersebut 

kemudian digunakan untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

Beberapa bentuk penerapan akad Mudharabah dalam perbankan syariah meliputi: 

1) Tabungan Mudharabah: Simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik kapan saja 

atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

2) Deposito Mudharabah: Investasi berupa simpanan pihak ketiga (individu atau 

badan hukum) yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu (jatuh tempo) 

dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang telah disetujui. 

3) Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA): Investasi jangka pendek dalam 

bentuk rupiah antara bank syariah, di mana keuntungan dari sertifikat IMA 

dibagi antara pembeli dan penjual sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan. 

 

Implikasi Bagi Hasil 

Dalam masyarakat ekonomi syariah, konsep bagi hasil dipandang membutuhkan 

toleransi dalam memahami dan menilai praktiknya. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang 
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tidak diadopsi dalam ekonomi syariah, di mana sistem bagi hasil digunakan sebagai 

penggantinya. Dewasa ini, mekanisme bagi hasil dianggap sebagai solusi yang efektif untuk 

mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. 

Dalam konteks kebijakan moneter syariah di Indonesia, mekanisme ini memainkan peran 

penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai salah satu prinsip utama dalam perbankan 

syariah, sistem bagi hasil secara mendasar berbeda dari sistem bunga yang diterapkan di 

perbankan konvensional. Oleh karena itu, memahami pengaruh sistem ini terhadap stabilitas 

ekonomi di Indonesia menjadi sangat penting. 

Sistem bagi hasil ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak karena 

menumbuhkan hubungan yang saling menguntungkan, berbasis pada hasil yang sebenarnya 

dicapai dari usaha bersama. Hal ini juga menghindarkan bank syariah dari praktek riba dan 

spekulasi yang berlebihan, serta mendorong lebih banyak investasi produktif yang memiliki 

dampak positif terhadap perekonomian. Namun, meskipun prinsip bagi hasil sangat ideal dalam 

konteks keadilan dan etika Islam, implementasinya memerlukan pengelolaan yang hati-hati 

dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. 

Misalnya, seorang nasabah ingin menanamkan dana sebesar Rp100 juta di sebuah bank 

syariah dengan tujuan untuk mendanai usaha peternakan ayam. Bank syariah akan berperan 

sebagai pengelola usaha, sementara nasabah sebagai pemilik modal. Setelah melalui 

kesepakatan, bank dan nasabah menyepakati sistem mudharabah dengan pembagian 

keuntungan 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah. Selama usaha peternakan ayam tersebut 

berjalan, bank bertanggung jawab penuh dalam hal operasional, pengelolaan, dan pemasaran 

hasil peternakan. Setelah beberapa bulan, usaha tersebut berhasil menghasilkan keuntungan 

bersih sebesar Rp50 juta. Berdasarkan kesepakatan awal, keuntungan tersebut akan dibagi 

sesuai nisbah yang telah disepakati: Rp30 juta (60%) menjadi bagian bank dan Rp20 juta (40%) 

menjadi bagian nasabah. Namun, jika usaha ini merugi, kerugian akan ditanggung sepenuhnya 

oleh nasabah, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang 

dilakukan oleh bank dalam pengelolaan usaha. Dalam hal ini, sistem bagi hasil mengedepankan 

transparansi dan keadilan, di mana kedua pihak saling berbagi risiko dan hasil sesuai dengan 

kontribusi masing-masing. 

Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, serta 

tingkat bagi hasil, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB) di Indonesia. Studi pada periode 2001-2011 mengungkapkan bahwa variabilitas PDB 

sebesar 66,6% dapat dijelaskan oleh faktor pembiayaan dan bagi hasil, sementara sisanya, yaitu 

33,4%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis. Meski pembiayaan bank syariah 
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tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat bagi hasil 

terbukti memberikan dampak yang signifikan. 

Marketability atau daya jual bank syariah di Indonesia cenderung rendah, namun 

memiliki efek positif terhadap profitabilitas. Penelitian yang menganalisis data dari sepuluh 

bank syariah komersial selama periode 2011-2016 menemukan bahwa market share dan 

konsentrasi bank syariah berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA) dan Return on 

Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan marketability dapat meningkatkan 

profitabilitas bank syariah, yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas ekonomi. 

Dalam konteks bagi hasil, mekanisme mudharabah dan musharakah memainkan peran 

penting. Penelitian menunjukkan bahwa mudharabah memiliki efek parsial, sedangkan 

musharakah memiliki efek kompetitif terhadap hubungan antara market share 

dan profitabilitas. Ini berarti bahwa kedua mekanisme ini dapat memediasi pengaruh market 

share terhadap profitabilitas, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas ekonomi melalui 

peningkatan kinerja bank syariah. 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, terutama Bank 

Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Mereka dapat mendorong bank syariah untuk 

meningkatkan market share melalui mode pembiayaan dengan bagi hasil seperti mudharabah 

dan musharakah. Dengan demikian, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan profitabilitas 

bank syariah dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. 

Meskipun bank syariah memiliki potensi besar dalam mendukung stabilitas ekonomi, mereka 

juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya 

marketability, yang dapat menghambat pertumbuhan dan profitabilitas. Namun, dengan 

kebijakan yang tepat dan dukungan dari otoritas terkait, bank syariah memiliki peluang untuk 

meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. 

Secara keseluruhan, mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah memiliki 

implikasi signifikan terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Meskipun ada tantangan yang 

harus dihadapi, peningkatan marketability dan profitabilitas melalui mudharabah dan 

musharakah dapat mendukung stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pembuat 

kebijakan untuk terus mendukung dan mengembangkan sektor perbankan syariah di Indonesia. 

 

4. KESIMPULAN  

 Mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah memberikan kontribusi signifikan 

terhadap stabilitas ekonomi dengan menekankan keadilan dan berbagi risiko. Skema seperti 

mudharabah dan musyarakah memungkinkan pembagian keuntungan dan kerugian secara 



 
 
 
 

e-ISSN : 3046-9864, dan p-ISSN : 3046-9880, Hal. 81-92 

 

proporsional antara pihak yang terlibat, mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Selama 

pandemi COVID-19, sistem ini menunjukkan fleksibilitas dengan menjaga keadilan meskipun 

terjadi penurunan pendapatan. Hal ini menegaskan peran penting sistem bagi hasil dalam 

mengurangi ketimpangan dan mendukung pedagang kecil tanpa melibatkan praktik riba.   

 Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya, termasuk rendahnya marketability 

perbankan syariah dan fluktuasi pendapatan yang dapat memengaruhi profitabilitas. Solusi 

berbasis teknologi, seperti penggunaan MATLAB, dapat meningkatkan efisiensi dalam 

menghitung pembagian hasil. Dengan kebijakan yang mendukung dan penguatan peran 

perbankan syariah, mekanisme bagi hasil memiliki potensi besar untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif di Indonesia.  
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